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Oleh: 




    Dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan berkaitan dengan  pengelolaan Dana 
Kelurahan (DK), Sesuai  Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia  Nomor 17  Tahun 2018 
tentang kecamatan  Pasal 30 ayat  3  menyebutkan dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, 
Lurah berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selain itu Lurah bertanggung 
jawab terhadap proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan 
masyarakat di kelurahan, agar masyarakat dapat mengetahui dan merasakannya, maka dari itu 
setiap proses pelaksanan kegiatan pembangunan harus di sampaikan kepada masyarakat, dan 
melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk keterbukaan 
pemerintah kelurahan terhadap masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif (Sugiyono, 
2012), penelitian ini akan melihat trasnparansi pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan 
Batang Dua Kota Ternate. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Lelewi dan Kelurahan Bido. 
Temuan penelitian menggambarkan dalam pengelolaan DK pemerintah kelurahan Lelewi dan 
Kelurahan Bido masih belum transparan yang dibuktikan dari banyaknya masyarakat tidak 
mengetahui bagaimana DK di gunakan. Selain itu dalam pelaksanaan prgoram terkait DK di 
kelurahan Lelewi dan Bido prinsip akuntabilitas tidak dilakukan, bahkan semuanya tidak 
dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang seuai dengan yang 
diatur dalam perundang-undangan. 
 




    In the administration of governance in urban villages related to the management of Kelurahan 
Funds (DK), according to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 17 of 
2018 concerning sub-districts, Article 30 paragraph 3 states that in the context of implementing 
the budget for the construction of Kelurahan facilities and infrastructure and community 
empowerment in the Kelurahan, the Lurah has the position of power Budget User (KPA). In 
addition, the Lurah is responsible for the process of implementing the construction of facilities and 
infrastructure as well as community empowerment in the sub-district, so that the community can 
know and feel it, therefore every process of implementing development activities must be conveyed 
to the community, and involve the community in the implementation of development as a form of 
openness of the village government. towards society. By using qualitative methods (Sugiyono, 
2012), this study will look at the transparency of Kelurahan Fund management in Batang Dua 
District, Ternate City. This research was conducted in Lelewi Village and Bido Village. The research 
findings illustrate that in the management of the DK the government of Lelewi and Bido villages 
are still not transparent, as evidenced by the fact that many people do not know how DK is used. In 
addition, in the implementation of programs related to DK in Lelewi and Bido villages, the principle 
of accountability is not carried out, in fact, everything is not carried out with the stages of planning, 
implementation, supervision that are in accordance with those stipulated in legislation. 
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       Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan  tujuan  nasional untuk mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat yang adil dan makmur baik material dan spritual berdasarkan Pancasila. Dalam hal 
ini proses pelaksanaan pemerintahan di suatu Negara untuk mensejahtrakan masyarakat maka 
di laksanakan suatu pembangunan fisik maupun non fisik di Negara tersebut karena dengan 
adanya pembangunan segala bentuk kebutuhan dalam masyarakat akan terpenuhi, untuk 
mencapai tujuan dari negara maka penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara dalam 
membangun di laksanakan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik (good govenance)  
transparansilah bagian dari prinsip good governance sebagai salah satu asas keterbukaan 
pemerintah untuk membuka informasi secara bebas dan akurat terhadap masyarakat agar 
setiap program – program yang di buat oleh pemerintah baik di tingkat daerah sampai di tingkat 
kelurahan di ketahui dan dapat di akses oleh masyarakat, menurut Coryanata, Isma (2007)  
transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, 
lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan 
informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di ketahui. transparansi didapatkan dalam 
Peraturan Pemerintah yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (PP 24/2004) yang telah diganti melalui PP71/2010. Dalam 
kedua peraturan ini ditemukan batasan ”transparansi”: Memberikan informasi keuangan yang 
terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 
hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah 
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan 
perundang undangan. 
        Dengan adanya transparansi dapat diketahui oleh banyak pihak mengenai pengelolaan 
keuangan di kelurahan dengan kata lain segala tindakan dan kebijakan selalu dilaksanakan 
secara terbuka agar diketahui oleh publik. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah 
terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi 
(keterbukaan). Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007:8) meliputi 2 aspek, yaitu: 
komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi sehingga 
transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah 
dengan masyarakat maka terciptanya pemerintahan kelurahan yang bersih, efektif, efisien, 
akuntabel dan responsif terhadap  pengelolaan  Dana Kelurahan (DK). Dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No.130 Tahun 2018, Bab I Ketentuan Umum  Pasal 1  ayat 8 Dana Alokasi Umum 
Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi 
Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan 
pemberdayaan masyarakat di Kelurahan itu sebabnya dalam proses pengelolaan keuangan yang 
ada di kelurahan atau bisa di sebut dengan dana kelurahan (DK) di gunakan berdasarkan asas 
keterbukaan sehinga masyarakat dapat mengetahui setiap informasi dalam proses pelaksanaan 
kegiatan pembangunan saraana prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dalam 
artian bahwa public berhak mendapatkan informasi setiap kegiatan tersebut sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 9 ayat 1 
Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa salah satu informasi yang wajib disediakan dan 
diumumkan secara berkala oleh pemerintah daerah sebagai badan publik adalah informasi 
mengenai laporan keuangan.  Dengan adanya Undang-Undang tersebut pemerintah lebih 
transparan, terlebih lagi tuntutan msyarakat yang lebih tinggi atas transparansi keuangan.   
    Dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan berkaitan dengan  pengelolaan Dana 
Kelurahan (DK), Sesuai  Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia  Nomor 17  Tahun 2018 
tentang kecamatan  Pasal 30 ayat  3  menyebutkan dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, 
lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) bertanggung jawab terhadap 
proses pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di 
kelurahan, agar masyarakat dapat mengetahui dan merasakannya, maka dari itu setiap proses 
pelaksanan kegiatan pembangunan di sampaikan kepada masyarakat berupa papan informasi 
dan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk keterbukaan 
pemerintah kelurahan terhadap masyarakat. 
      Untuk itu penggunaan Dana Kelurahan (DK) yang ada  Kecamatan Pulau Batang Dua sesuai  
penelitian yang di wawancarai kepada Lurah Bido dan Lurah Lelewi jumblah dana kelurahan  
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339.000.000 per kelurahan di Kelurahan Bido dengan kedudukan kelurahan kurang lebih 9 kg 
perjalanan dari kantor kecamatan dengan potensi alam perikanan dan pertaniaan dan untuk 
penggunaan Dana Kelurahan di gunakan untuk kegiatan pembangunan jalan produksi ( Jalan 
Kebun ) di berikan bantuan kepada pertukangan, pembuatan taman kelurahan, bak air dan 
bantuan terhadap nelayan serta pembelian viar sebagai alat pengangkut sampah berbeda 
dengan Kelurahan Lelewi dengan kedudukan kelurahan kurang lebih 1 kg perjalanan darat ke 
kecamatan dengan potensi yang sama dengan kelurahan bido namun dalam penggunaan Dana 
Kelurahan di Kelurahan Lelewi di gunakan untuk kegiatan pembelian jaring / jala untuk 
penangkap ikan,  pembuatan drainase, dan untuk pertukangan dan perbengkelan serta 
pembelian mesin cukur kelapa dan alat pengangkut sampah ( ARGO ). 
      Namun dalam pengelolaan  Dana Kelurahan (DK)  yang ada di Kecamatan Pulau Batang Dua 
Kota Ternate pada  tahun 2019 sampai hari ini sesuai hasil penelitian terdapat keluhan dari 
masyarakat soal penggunaan Dana Kelurahan (DK) karena laporan pertanggungjawaban 
mengenai program kegiatan pembangunan sarana prasarana dana pemberdayaan masyarakat di 
kelurahan  belum di sampaikan soal berapa penggunaannya dan pengeluaranya dan belum di 
ketahui masyarakat pada umumnya serta kurangnya keterbukaan pemerintah dalam 
penggunaan anggaran serta sistem pemberian informasi  publik yang sebenarnya di sediakan 
untuk di berikan kepada masyarakat berupa papan informasi belum terlihat di masyarakat 
mengenai pengunaan Dana kelurahan, sehingga menjadi pertanyaan dalam  masyarakat karena 





A. Konsep Transparansi 
      Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud 
dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat 
dijangkau publik. Lewat adanya keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat maka akan 
menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena dimana masyarakat dapat 
berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang ada di kelurahan.  
         Transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam 
memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan.  
        Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni 
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. untuk mencapai suatu 
kebijakan yang di buat pemerintah keterbukaan informasi publik memiliki peran penting 
terhadap masyarakat         
Medina and Rufín (2015) menjelaskan bahwa “transparency does have both a direct effect 
on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction.” Pemerintah yang tertutup dengan 
informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. 
Ketika Pemerintah menutup informasi keuangan masyarakat bisa berasumsi bahwa pemerintah 
kurang terbuka dalam mengelola keuangan .  
        Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) Transparansi artinya 
kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan 
dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyempaikan informasi juga mengandung 
arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua 
pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-
tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapanya. 
          Dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance ) perlu 
adanya transparansi anggaran , sehingga pengelolaan anggaran dapat di ketahui oleh publik 
ketika informasi di berikan dengan mudah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan 
perundang – undangan RI No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi publik  pasal 2 ayat 3 
menyatakan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik 





1. Prinsip prinsip  transparansi 
          Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di suatu instansi di butuhkan orang -  orang yang 
jujur dan transparan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, untuk itu dalam  
Pengelolaan suatu anggaran di kelurahan atau yang di kenal dengan Dana Kelurahan yang di 
berikan langsung oleh pemerintah Pusat dari APBN untuk kegiatan pembangunan, sarana dan 
prasarana serta pemberdayaan masyarakat agar  Pengelolaannya di terapkan menggunakan 
prinsip Good Goverment yaitu transparansi. Prinsip transparansi menghendaki adanya 
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 
penyajian informasi (Hapsari, 2011). 
          Setidaknya ada 6 prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum 
Indonesia (HFI) Rahmawati 2015 yaitu  
1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk 
bantuan atau program)  
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.  
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan 
proyek yang dapat diakses oleh umum.  
4. Laporan tahunan  
5. Website atau media publikasi organisasi  
6. Pedoman dalam penyebaran informasi 
          Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini 
antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya 
publikasi mengenai detail keuangan  Dana  Alokasi di kelurahan , adanya laporan  mengenai 
pengelolaan Dana Kelurahan tersebut yang dilakukan pemerintah kelurahan lelewi kepada 
masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan 
pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai sebagai hak publik.             
        Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan 
keputusan mengenai pengelolaan dana Kelurahan, karena penyebarluasan berbagai informasi 
yang mudah di pahami  yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah sehingga  dapat 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan serta 
mengetahuinya , misalnya dengan rapat kelurahan yang dilakukan secara musyawarah, adanya 
informasi berupa Papan informasi , pamflet dan brosur  Selain itu, transparansi dapat 
mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah kelurahan dengan masyarakat ikut 
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.  
 
2. Indikator Transparansi  
           Menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata 
pemerintahan. transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan 
sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan 
berjalan efektif. Fungsi kontrol masyarakat terhadap pengelolaan Dana Kelurahan  lewat 
informasi  dan dengan mengakses informasi yang tersedia secara bebas melalui format dan 
media yang mudah di pahami akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan 
berjalan efektif . 
         Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan 
pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber 
daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Mardiasmo menyebutkan 
tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yaitu :  
a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat  
b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan  
c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang 
baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN 
     Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa 
indikator :  
1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen.  
Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum  dan 
aksesibilitas dokumen, Pemerintah Kelurahan  memberikan dan menyediakan informasi 
tentang pengelolaan Dana Kelurahan (DK)  serta rincian lainya kepada masyarakat 
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secara terbuka. Informasi tersebut berupa penyediaan dan akses informasi secara jelas 
dan akurat mengenai dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 
menurut Jogiyanto (2005:40) menyatakan bahwa kualitas informasi ditentukan oleh 
aksesibilitas. Aksesibilitas yaitu informasi mudah didapatkan oleh pengguna informasi, 
Hal ini berkaitan dengan aktualisasi dari nilai informasinya. sedangkan menurut 
(Mulyana, 2006) Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang 
untuk memperoleh informasi laporan keuangan . 
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi.  
Kejelasan dan kelengkapan informasi Pemberian informasi kepada masyarakat 
merupakan hal yang  harus dilakukan  oleh  kepala Kelurahan  dengan tujuan untuk 
memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai pengelolaan Dana  Kelurahan (DK)  
dilakukan oleh kepala Kelurahan secara menyeluruh. Informasi yang diberikan oleh 
kepala Kelurahan dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi terkait dengan 
data pengelolaan  keuangan kelurahan dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga, 
laporan akhir terkait dengan pengelolaan Dana Kelurahan (DK). Selain aksesibilitas 
menurut Jogiyanto (2005:40) menyatakan bahwa kualitas informasi juga di tentukan 
oleh  Kejelasan dan kelengkapan informasi. Kejelasan yang artinya  informasi dalam 
bentuk atau format disajikan dengan jelas.  Sedangkan Kelengkapan yaitu berkaitan 
dengan kelengkapan isi dari informasi,dalam hal ini tidak hanya menyangkut volume 
tetapi juga kesesuaian dengan harapan pengguna informasi. 
3. Keterbukaan proses.  
Keterbukaan proses Pengelolaan Dana Kelurahan yang terbuka berarti kesediaan 
pemerintah Kelurahan untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai 
berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal 
tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam  proses pengelolaan Dana Kelurahan (DK). keterbukaan dalam penyelenggaraan 
pemerintah untuk memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkaitan 
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan (Suharno, dkk. 2006: 16). 
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.  
Kerangka regulasi yang menjamin transparansi Keterbukaan kepala Kelurahan dalam 
memberikan informasi terkait pengelolaan Dana yang dapat diakses oleh masyarakat 
melalui  laporan pertanggungjawaban. Realisasi sesuai ketentuan Perundang – 
undangan. Regulasi menjelaskan beberapa alasan yang mengharuskan badan publik 
transparan dalam hal informasi kepada warga masyarakat. Alasan-alasan ini diatur 
dalam Pasal 3 UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).  
 
Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau 
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaanya serta 
hasil – hasil yang dicapai 
      Menurut Krina (2003) prinsip transparansi di atas dapat diukur melalui sejumlah 
indikator seperti:  
1. mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-
proses pelayanan publik;  
2. mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan 
dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik;  
3. mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun 
penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani 
        Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indicator prinsip transparansi 
dalam penelitian ini adalah:  
a. Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban  
b. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat  
c. Keterbukaan proses pengelolaan  




B. Konsep Pengelolaan  
      Dalam sebuah organisasi formal maupun informal ketika tidak ada fungsi pengaturan maka 
organisasi akan berjalan tidak sesuai prosedural, bagitu juga dalam pembangunan suatu daerah 
ketika tidak ada pengelolaan / manajemen maka pembangunan tidak akan berjalan dengan baik 
untuk itu perlu adanya pengelolaan sebuah organisasi pemerintah , pada dasarnya kelurahan 
merupakan lembaga pemerintah. PP No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, Kelurahan 
merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa.  Berbeda dengan desa, kelurahan 
memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat 
diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya. untuk itu kelurahan sebagai suatu 
organisasi pemerintah perlu adanya pengelolaan / manajemen dalam sebuah kegiatan 
pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat. 
1. Pengertian pengelolaan  
       Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer 
karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal. 695), berarti memimpin, mengendalikan, 
mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung 
jawab atas pekerjaan tertentu.  
Menurut Soewarno Handayaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan 
suatu kegiatan. Sehingga pelaksanaan suatu kegiatan di kelurahan di antaranya kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat , berjalan dengan baik 
demi mencapai suatu tujuan . 
       Tjahjanulin Domai (2003:13) pengelolaan keuangan daerah adalah proses pengurusan 
penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok 
orang untuk tercapainya suatu tujuan.  
2. Tujuan pengelolaan  
      Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya 
manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian 
rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna 
mencapai tujuan yang diinginkan Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena 
tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan 
lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :  
1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. 
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. 
Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- 
sasaran dan kegiatankegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan 
dalam suatu organisasi.  
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak 
cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas. 
         Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di 
tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010:3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan 
pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:. 
a. Menentukan strategi  
b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab  
c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.  
d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.  
e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi  
f. Menentukan ukuran untuk menilai  
g. Mengadakan pertemuan  
h. Pelaksanaan.  
i. Mengadaan penilaian  
j. Mengadakan review secara berkala.  
k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang- ulang 
3. Fungsi – fungsi pengelolaan 
          Menurut Millet dalam Burhanuddin (1994:34) fungsi pengelolaan adalah suatu proses 
pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok 
formal untuk mencapai tujuan. 
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         Menurut G.R. Terry dalam H. Malayu (2006:2) pengelolaan adalah proses yang terdiri dari 
fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 
          Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2008 pasal 14 menyebutkan dalam 
pelaksanaan anggaran untuk   kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan 
masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat / organisasi masyarakat. Artinya 
dalam Pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan   sebagai bentuk dukungan pendanaan 
bagi Kelurahan di Kabupaten / kota harus di kelola secara terbuka kepada masyarakat atau 
berdasarkan asas keterbukaan / transparansi , akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 
tertib dan disiplin anggaran. Pengelola Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan di kelurahan 
adalah Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di tunjuk oleh kepala Daerah untuk 
melaksanakan Kegiatann Pembangunan, sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat 
di kelurahan . 
      untuk melaku pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan  Ketentuannya adalah 
sebagai berikut :   
1. Ditingkat  Kelurahan Lurah sebagai  Kuasa  Pengguna Anggaran ( KPA ) dibentuk Pejabat 
Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK  di Kelurahan di tunjuk Oleh Kepala 
Kelurahan 
2. Adanya Bendahara pengeluaran  Pembantu di Kelurahan di tetapkan oleh kepala daerah 
atas usulan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.  
       Sesuai  Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia  Nomor 17  Tahun 2018 tentang 
kecamatan  Pasal 30 ayat  3  menyebutkan Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, 
lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Ayat 4 Lurah dalam melaksanakan 
anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan 
kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5 Penentuan kegiatan 
pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan di 
lakukan melalui  musyawarah pembangunan Kelurahan.  Ayat  6  Pelaksanaan anggaran untuk 
pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan. Sehingga 
dalam mengelola Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan di gunakan untuk kegiatan 
pembangunan dan Saran Dan Prasarana Serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lelewi , 
Kepala Kelurahan / Lurah serta Pejabat Penatausahan keuangan Pembantu dan PPTK di 
Kelurahan  menmpunyai Tugas sebagai pelaksanan anggaran yaitu :  
1. Melaksanakan Program kerja Kelurahan 
2. Mempublikasikan setiap data perkembangan pelaksanaan dana Kelurahan  
3. Membuat laporan Pelaksanaan kegiatan dan dan pengelolaan keuangan  
         Berdasarkan penjabaran tersebut, konsep pengelolaan dalam penelitian ini yaitu, kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban mengenai Dana Alokasi 
Umum  (DAU) Tambahan Kelurahan  , dengan kepala Kelurahan sebagai pemegang kekuasaan 
sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran . Pengelolaan Dana Kelurahan yang ideal yaitu dengan 
menerapkan asas transparansi yaitu adanya keterbukaan informasi secara akurat  yang 
diberikan oleh pemerintah Kelurahan  kepada masyarakat, adanya tanggungjawab atas 
pengelolaan  Dana Kelurahan (DK) dan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan 
dana tersebut.         
      Berdasarkan penjelasan di atas maka Pengelolaan Dana Kelurahan (DK)  dibagi kedalam 4 
(empat) tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban :  
1. Perencanaan, menurut Bintaro Tjokroamidjojo 1997 dalam Baharudin (2014:54) 
mengemukakan bahwa, Perencanaan adalah proses mempersiapkan kegiatan kegiatan 
secara sistematik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.  Pada tahap 
perencanaan pemerintah kelurahan melakukan musyawarah yang dihadiri oleh pemerintah 
kelurahan  dan masyarakat. Pertemuan dilakukan untuk membicarakan kegiatan yang akan 
dilakukan dalam penggunaan dana Kelurahan .  
2. Pelaksaan Pada tahap pelaksaan, pemerintah kelurahan menyampaikan informasi  dan 
menyalurkan dana  untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta  
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pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sehingga adanya partisipasi masyarakat dalam 
pengelolaan Dana Kelurahan yang bersumber dari APBN . 
3. Pengawasan Pada tahap pengawasan, Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta tim 
pelaksanaan anggaran  melakukan monitoring terhadap kegiatan pelaksaan Dana Kelurahan  
oleh masyarakat  begitu juga sebaliknya. Masyarakat juga aktif melakukan pengawasan 
kepada tim pelaksana Anggaran dalam pengelolaan Dana Kelurahan di tingkat kelurahan .  
4. Pertanggungjawaban Pada tahap pertanggungjawaban ini, tim pelaksana  anggaran tingkat 
kelurahan  membuat laporan berkala dan laporan akhir mengenai pelaksanaan dan hasil 
kegiatan pembangunan ,saran dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tinglkat 
kelurahan.  
 
C. Konsep Dana alokasi Umum (DAU) tambahan 
        Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.130 Tahun 2018, Bab I Ketentuan Umum  Pasal 1  
ayat 8 Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah 
dukungan pendanaan bagi Kelurahan di kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana 
dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/Pmk.O7/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana 
Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020.  
Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan di Kelurahan Pasal 8 ayat (1) 
Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD kabupaten kota.  Ayat (2) Pemindahbukuan DAU 
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan 
menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan. Ayat (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan: 
a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan  
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020. 
Ayat (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi 
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD. 
 (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan lebih salur DAU 
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 20 19 yang disebabkan oleh 
perbedaan jumlah Kelurahan.  
Pasal 9 Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota, dengan ketentuan:  
a. tahap I berupa:  
1. peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran 
DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau peraturan bupatijwali kota 
mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat 
penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan 
2. surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap 
penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan 
bupati / wali kota mengenm perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;  
3. peraturan bupati / wali kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan setiap Kelurahan; 
4. salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam peraturan Daerah mengenai APBD 
Tahun Anggaran 2020 atau peraturan bupati / wali kota mengenai perubahan 
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan  
5. laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat 
anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan 




b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang 
menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan 
Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD. 
 
Konsep - konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :  
1. Alokasi Dana Kelurahan (DK)  bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah 
kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana dan 
pememberdayaan masyarakat  dan kemasyarakatan  dalam perncanaan, 
pelaksanaan,pengawasan dan pertanggung jawaban 
2. Azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana kelurahan harus transparan, dan partisipatif. 
Hal ini berarti Dana Kelurahan (DK)  harus dikelola dengan mengedepankan 
keterbukaan, dan juga harus melibatkan peran serta aktif masyarakat di Kelurahan 
Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate.  
3. Dana Aokasi Umum DAU / tambahan  merupakan bagian dari Dana Kelurahan  mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan tanggungjawab dan pelaporannya.  
4. Penggunaan Dana Kelurahan ditetapkan  untuk kegiatan Pembangunan sarana dan 
prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam 2 tahap Penyaluran DAU tambahan  
dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi 
 
Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan secara umum yaitu :  
1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial antar kelurahan  
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat    kelurahan dan 
pemberdayaan masyarakat kelurahan  
3. Meningkatkan pembangunan infrastuktur di kelurahan   
4. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat  dalam rangka pengembangan kegiatan sosial 




        Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian  kualitatif (Sugiyono, 2012), yang akan 
melihat transparansi pengelolaan DK di Kelurahan Lelewi dan Kelurahan Bido. Pengumpulan 
data dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara dengan informan, serta 
dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan tahapan yang diawali dengan melakukan 





Berbicara tentang transparansi khususnya berkaitan dengan penggunaan Dana Kelurahan 
(DK) merupakan suatu hal yang urgent dan menarik di bahas terutama di Kecamatan Pulau 
Batang Dua Kota Ternate di mana wilayah Kecamatan Pulau Batang Dua adalah wilaya terluar 
yang ada di Kota Ternate sehingga akses dari kecamatan pulau batang dua dengan 
menggunakan transportasi laut (kapal) dengan menempuh waktu berkisar 8 jam perjalanan ke 
Kota Ternate.  
Di Kecamatan Pulau Batang Dua terdiri dari 6 kelurahan yaitu Kelurahan Lelewi, 
Kelurahan Bido, Kelurahan Mayau, Kelurahan Perum Bersatu, Kelurahan Pante Sagu dan 
Kelurahan Tifure dari setiap kelurahan yang ada di Kecamtan Pulau Batang Dua peneliti dalam 
hal ini mengambil dua kelurahan sebagai fokus atau lokasi penelitian di antaranya Kelurahan 
Lelewi dan Kelurahan Bido untuk melihat dan mengambil data bekaitan Dengan Transparansi 
Pengelolaan Dana Kelurahan (DK). Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti melalui 
wawancara langsung dengan para informan menunjukan bahwa  secara umum pengelolaan 
dana kelurahan (DK)  yang ada di Kecamatan Pulau Batang Dua khususnya kelurahan lelewi dan 
kelurahan bido belum transparan di gunakan. 
Beberapa aspek yang akan di bahas terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana 
Kelurahan (DK) di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate sebagai berikut:  
1. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen  
10 
 
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 
3. Keterbukaan proses 
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi.  
Prinsip demokrasi dalam system pengelolaan Anggaran kelurahan seperti bantuan 
pendanaan di kelurahan (DAU) Tambahan  dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh Mustopa 
Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- 
kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi akhirnya menciptakan 
pertanggung jawaban antara pemerintah dengan masyarakat. 
            Tingkat keterbukaan dalam implementasi pengelolaan Dana Kelurahan (DK) dimulai dari 
perencanaan, pelaksaan, dan pertanggung jawaban. 
            Dalam hal ini pemerintah untuk menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat, di 
sampaikan oleh salah satu informan,  Pdt. N. L:  
“sebagai gembala sidang Jemaat Imanuel Lelewi mengatakan  dalam pelaksanaan setiap 
program kegiaan yang ada di kelurahan harus di sampaikan dengan muda kepada 
masyarakat soal penggunaan dana kelurahan, dalam realisasi dana kelurahan secara 
umum 80 juta untuk nelayan dan untuk penggunaan lain belum ketahui karena kurang 
transparan karena tidak ada papan informasi hal seperti itu harus ada papan informasi, 
menurut beliau pemerintah Kelurahan Lelewi ketika mau mencairkan Dana Kelurahan 
(DK)di buat rapat dengan masyarakat namun ketika sudah ada pencairan tidak di buat 
rapat dan sisa uang juga tidak pernah sampaikan sehingga tingkat kepercayaan 
masyarakat menurun terhadap pemerintah kelurahan Lelewi.” 
 Begitu pula  apa yang di sampaikan oleh bapak Pdt S. T:  
“berkaitan dengan anggran kelurahan seharusnya penyampaian harus jelas kepada 
masyarakat namun dalam pengelolaan dana yang ada di kelurahan masyarakat tidak 
mengetahui berapa pengeluarannya.” 
         Pendapat informan tersebut memberikan signal bahwa dalam menumbuhkan tingkat 
kepercayaan Masyarakat kususnya dalam implementasi program kegiatan pembangunan sarana 
dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara terbuka dan 
menyeluruh menyelesaikan berbagai permasalahan di di kelurahan. Pelaksanaan tersebut dalam 
rangka penerapan prinsip partisipatif kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta 
pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang didukung oleh prinsip transparansi / keterbukaan 
sebagai asas tata kelolah pemerintahan yang baik. 
Dari sisi partisipasi sesuai dengan arti partisipasi (Tjokroamidjojo2001:78) yaitu 
keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun 
melalui institusi yang mewakilinya. Dengan demikian akan didukung pula penerapan prinsip 
transparan.  
Oleh karena itu untuk mengetahui mulai dari perencanaan, mekanisme penentuan arah 
penggunaan dana, pelaksanaan dan system pertanggungjawaban  secara lengkap. Terkait hal ini 
menurut Pdt C. K:  
“Hal itu tidak sesuai dengan tokoh masyarakat lainya yang menyatakan bahwa system 
penggunaan Anggaran di Kelurahan Bido tidak menerapkan system transparansi yang 
sesungguhnya. Aparat kelurahan cenderung hanya melibatkan keluarga dan orang-orang 
tertentu dalam melaksanakan program kelurahan, tanpa melibatkan masyarakat lainya. 
Dan laporan kegiatanpun tidak pernah di tunjukan kepada masyarakat seperti yang 
dilakukan kepala kelurahan lainnya dimana setiap berakhir kegiatan program, hasil 
laporan selalu di tempel di papan Informasi kantor  kelurahan.” 
Sama halnya pendapat dari ketua RW 01 Bapak S. L:  
“Memang sudah gunakan untuk anggaran dana di tahun 2019 berkaitan dengan jalan 
produksi akan tetapi karena tidak ada penyampaian yang jelas ke masyarakat sehingga 
masyarakat kurang memahami soal penggunaannya. “ 
            Berikut hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian, dimana penelitian 
berfokus kepada penerapan prinsip transparansi pengelolan Dana Kelurahan (DK) di Kecamatan 
Pulau Batang Dua Kota Ternate yang di kaji menggunakan teori transparansi yang di kemukakan 





1. Kesediaan dan aksebilitas dokumen  
          Dalam indicator ini Kristianten ( 2006 : 73 )  mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu 
transparansi dapat di lihat dari kesediaan atau aksebilitas dokumen dalam artian bahwa 
dokumen di kantor kelurahan dengan mudah diperoleh oleh masyarakat yang datang untuk 
mengurus sesuatu atau sekedar berkunjung di kantor kelurahan. Kesediaan dan aksebilitas 
dokumen oleh pemerintah kelurahan merupakan salah satu dari wujud transparansi yang dapat 
mengurangi praktek buruk atau dengan istilahnya praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme 
(KKN). Saat ini kita banyak melihat dimana masyarakat mengalami krisis kepercayaan karena 
seringnya diberikan janji palsu oleh pemerintah, namun pada Indicator ini Pemerintah tidak 
dapat menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah kelurahan melalui 
kesediaan dan aksebilitas dokumen. 
          Terkait hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan pada lokasi penelitiaan di Kelurahan 
Lelewi dan Kelurahan Bido:   
         Peneliti mewancarai dengan para RT / RW  berkaitan dengan kesediaan dan aksesbilitas 
dokumen soal penggunaan dana kelurahan. Menurut ketua RT 02 N. L: 
“sudah dua kali pencairan dana Kelurahan Lelewi namun soal dokumen pencairan kami 
tidak mengetahuinya akan tetapi ada penggunaanya untuk pembangunan fisik di tahun 
2019 yaitu pembuatan got atau saluran air dan pemberdayaan kepada masyarakat yaitu 
pembelian soma atau jaring penangkap ikan kusus untuk para nelayan namun soal 
informasi selanjutnya kami tidak terlalu memahami.” 
        Tidak hanya di sampaikan oleh ketua RT 02 akan tetapi di sampaikan pula oleh ketua RW 02  
N. L: 
“pemerintah kelurahan dalam hal pelaksanaan anggran tidak terlalu jujur dengan 
masyarakat sehingga masyarakat kurang hati dengan sikap dari kepala kelurahan oleh 
sebab itu kami juga memahami bahwa pemerintah Kelurahan Lelewi  kurang terlalu 
terbuka soal anggaran karena untuk dokumen saja kami RW tidak mengetahuinya hanya 
sekedar petemuan saja yang kami hadirkan.” 
Berbeda dengan Kelurahan Bido informan ketua  RT 03 bapak H. M mengatakan:    
“untuk Kelurahan Bido ada dokumen penggunaan Dana Kelurahan (DK) di kantor 
kelurahan namun untuk kegiatan pembangunan se tahu saya bahwa hanya di gunakan 
untuk nelayan misalnya pembeliaan komprisor dan kaca mata menyelam dan untuk 
selanjutnya saya juga belum tahu karena saya juga baru di angkat jadi ketua RT ada 
baiknya di tanyakan kepada  kepala kelurahan.”  
        bahkan di sampaikan juga  oleh sekretaris Kelurahan Bido Bapak S. K, soal penggunaan yang 
ada di Kelurahan Bido:       
“Dana Kelurahan (DK) itu setiap tahun di gunakan untuk jalan produksi kemudian di 
alihkan ke pagar pemukiman 2019 di gunakan juga untuk nelayan per kelompok 6,5 juta 
di belanjakan oleh lurah 14 kelompok nelayan untuk pembangunan jalan produksi dengan 
anggran 70 juta dengan panjang 150 meter lebar 3 meter dan di tahun 2020 untuk taman 
kelurahan Bido anggaran 20 juta bersamaan dengan tempat santai sekitar 40 juta sekian. 
Namun belum ada perincian yang jelas akan tetapi dokumen penggunaan anggaran itu 
ada di kantor kelurahan Cuma saja kami belum sampaikan ke masyarakat dan belum 
memberitahuakan ke masyarakat soal penggunaan anggaran.”  
        Dari survey langsung yang dilakukan di kantor kelurahan antara Kelurahan Lelewi dan 
Kelurahan Bido, di temukan ada perbedaan dalam penggunaan dana kelurahan soal kesedian 
dan aksesbilitas dokumen, di Kelurahan Lelewi  tidak ditemukan adanya tanda - tanda kesediaan 
dan aksebilitas dokumen oleh Pemerintah karena dokumen yang di minta oleh peneliti kepada 
pemerintah setempat tidak ada sedangkan untuk Kelurahan Bido soal dokumen  laporan 
pertanggung jawaban di sampaikan dan di taru di kantor kelurahan. 
     Oleh karena itu dapat disimpulkan untuk Kelurahan Lelewi  bahwa indicator ini belum 
memenuhi kriteria dalam standart transparansi dan untuk Kelurahan Bido sudah ada 
aksesbilitas dokumen namun informasi di sediakan lewat papan informasi agar di ketahui oleh 
masyarakat sebagaimana yang di kemukakan oleh Kristiante (2006:73) poin pertama yaitu 




2. Kejelasan dan kelengkapan informasi 
         Kristianten (2006) merumuskan informasi dalam pengertian umum sebagai suatu 
sumberdaya pengetahuan dan kemampuan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kekuatan politik, dan status sosial yang dimilikinya. 
Dengan demikian, informasi memiliki fungsi yang sangat luas yang dapat mencakup berbagai 
aspek. Baik ekonomi, sosial, bahkan politik. Ketiadaan informasi akan membuat sesorang lemah 
dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif ilmu sosial-politik, istilah transparansi 
memiliki hubungan erat dengan informasi. Selain itu, transparansi juga berkaitan dengan 
keterbukaan (openeness), dan akses (access). Keterbukaan atas suatu informasi dan kemudahan 
akses untuk memperoleh suatu informasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dalam indicator ini dapat disimplkan bahwa 
kejelasan dan kelengkapan informasi yang ada di Kelurahan Lelewi dan Kelurahan Bido tidak 
memenuhi indicator sebagaimana yang di kemukakan oleh Kristianten (2006:73). hal ini banyak 
dikemukakan oleh masyarakat bahkan tokoh masyarakat serta setiap RT yang ada di kelurahan 
sebagaimana dikemukakan oleh beberapa informan bahwa kejelasan informasi terkait dengan 
pengelolaan DK di kelurahan Lelewi dan Bido memang tidak ada. 
         Menurut Mardiasmo (2002: 19), transparansi adalah keterbukaan (openness) pemerintah 
dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik 
kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Itu sebabnya pelaksanaan kegiatan 
pembangunan harus di lakukan berdasarkan informasi yang jelas dan lengkap di sampaikan 
kepada masyarakat. 
      Namun hasil wawancara dengan ketua RT 04 Kelurahan Lelewi,  Bapak H. L. Mengatakan: 
“memang ada Dana Kelurahan Lelewi penggunaan Dana Kelurahan (DK)  mulai dari 
tahun 2019 di gunakan untuk  nelayan sesuai dengan permintaan nelayan dan 
pertukangan selain dari itu di berikan argo pengangkut sampah dan lampu jalan 15 wat  
di setiap RT namum untuk pembangunan fisik belum ada dan untuk tahun 2020 di 
gunakan untuk pembelian 1 buah mesin cukur di setiap RT, untuk pencairan dana di buat 
rapat namun untuk papan informasi belum ada dan belum di tempel di kantor kelurahan 
soal penggunaan dana kelurahan.  
Melihat apa yang di sampaikan di atas bahwa belum optimal penggunaan dana 
kelurahan karena menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses 
atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. 
            Kemudian untuk membandingkan penggunaan dana kelurahan yang ada di Kelurahan 
Bido yang di sampaikan langsung dari ketua RT 01 Bapak R. S  mengatakan:  
“penggunaan Dana Kelurahan (DK) salah satunya pembangunan jalan produksi berukuran 
100 meter  karena ada swadaya dari masyarakat sehingga jalan produksi di buat menjadi 
150 meter selain jalan produksi di buat bak air tapi tidak di realisasi dengan baik di tahun 
2019 untuk besaran anggaran tidak tahu, kemudian umtuk pemberdayaan salah satunya 
di berikan bantuan buat pertukangan yaitu skaf, bor, dan gergaji di tahun 2020, namun 
untuk  pelaporan harus di sampaikan kepada masyarakat secara terperinci supaya dapat 
di akses melalui data data yang otentik namun di kelurahan bido tidak ada papan 
informasi dan  untuk dasar hukum belum mengetahui karena kurangnya sosialisasi dari 
pemerintah kelurahan.”  
 Begitu pula apa yang di sampaikan oleh  Ketua RT 04  bapak A. M mengatakan:  
“penggunaan dana kelurahan untuk fisik itu jalan produksi, 160 juta anggarannya dengan 
panjang 150 meter lebar 3 meter dan pemberdayaan untuk nelayan dengan anggran 6, 5 
juta per kelompok dalam 14 kelompok nelayan  misalnya pembelian komprisor jaring ikan, 
di tahun 2019 Dan tahun 2020 di gunakan untuk pembuatan taman kelurahan bido 
namun untuk laporan pertanggung jawaban belum di sampaikan ke masyarakat dan  blm 
ada papan informasi soal penggunaan dana kelurahan Bido baik di tempel di kantor 
kelurahan atau di buat dalam bentuk spanduk.” 
        Dari pernyataan informan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan dana 
kelurahan baik yang ada di Kelurahan Lelewi maupun Kelurahan Bido kejelasan dan 
kelengkapan informasi yang di berikan oleh pemerintah kelurahan kepada masyarakat  tidak 
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memenuhi indikator Transparansi yang di kemukakan oleh kristianten ( 2006: 73 ) poin kedua 
tentang kejelasan dan kelengkapan informasi. 
 
3. Keterbukaan Proses 
         Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam 
memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada 
pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. kemudian Kristianten (2006:31) juga 
mengemukakan,transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata Pemerintahan. 
Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga 
kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. 
         Dalam indikator ini penggunaan Dana Kelurahan (DK) harus di ketahui oleh publik melalui 
informasi yang di berikan oleh pemerintah kelurahan karena melalui informasi - informasi di 
sampaikan masyarakat dapat memahami setiap kegiatan pembangunan sarana prasarana dan 
pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Terkita hal ini di lihat dari hasil wawancara dengan 
informan terdapat perbedaan pendapat dari setiap informan.  
           Bapak Y. T sebagai ketua LPM Kelurahan Lelewi mengatakan: “penggunaan dana kelurahan 
sudah secara terbuka di lakukan oleh pemerintah Kelurahan Lelewi  karena dalam proses kegiatan 
berjalan pemerintah melibatkan masyarakat dalam setiap program pembangunan sarana 
prasarana dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Sama hal 
dengan bapak sebagai ketua LPM.”  
      Sedangkan Bapak N. S Kelurahan Bido mengatakan: “ketika adanya kegiatan di kelurahan 
pemerintah kelurahan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat menggunakan toa dan 
di buat pertemuaan antara pemerintah Kelurahan Bido dengan masyarakat setempat sehingga 
masyarakat mengetahui apa program yang akan di laksanakan berkaitan dengan penggunaan 
Dana Kelurahan (DK). : 
         Namun berbeda dengan pernyataan yang di sampaikan  oleh Sekertaris Lurah Bapak Y. B 
ketika di tanya soal Dana Kelurahan  (DK), dia mengatakan: 
“tidak mengetahui soal Dana Kelurahan (DK) karena tidak ada informasi katanya soal 
kelanjutan anggaran tidak ketahui, memang ada pelaksanaannya tapi proses kegiatan 
tidak di sampaikan dan sampai hari ini papan informasi belum ada dan hanya sekedar 
pertemuan antara masyarakat dengan kepala kelurahan dan untuk aksesbilitas dokumen 
belum tau penggunaannya karena belum ada laporan pertanggung jawaban terhadap 
masyarakat dan untuk mencari tahu Dana Kelurahan (DK) harus ke kepala kelurahan 
sebagai kuasa pengguna anggaran. Ketika di bandingkan dengan penggunaan dana 
kelurahan yang ada di Kelurahan Bido menurut ketua RT 02 Kelurahan Bido.” 
         Begitu pula ketua RT 03 yang mengaku tidak mengetahui soal program yang ada di 
kelurahan berkaitan dengan penggunaan  dana kelurahan Lelewi karena kurangnya koordinasi 
antara pemerintah kelurahan dengan RT.       
Sedangkan menurut Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah 
dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Dalam 
penegertianya bahwa pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan perlunya di sampaikan 
secara terbuka kepada masyarakat lewat informasi informasi yang mudah akan tetapi ketika 
peneliti  mewawancarai kepada informan. 
      Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kelurahan Lelewi dan Kelurahan Bido belum 
memenuhi indikator transparansi soal keterbukaan proses. 
 
4. Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi  
       Dalam proses menjalankan setiap program pembangunan sarana dan prasarana dan 
pemberdayaan yang ada di kelurahan perlu adanya regulasi yang menjamin transparansi 
sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang ada di kelurahan dapat berjalan dengan baik 
demi kesejahteraan masyarakat setempat untuk itu pemerintah  memiliki tanggung jawab untuk 
menjalankan roda pemerintahan dengan asas keterbukaan demi mencapai pemerintahan yang 
baik (Good Government) oleh sebab itu dalam menjalankan setiap program kegiatan 
pembangunan yang ada di kelurahan perlu adanya regulasi sehingga proses pelaksanaan 
kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan yang ada, melalui Peraturan Mentri Dalam Negeri  No 
130 Tahun 2018 tentang  kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan 
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masyarakat di kelurahan , di mana peraturan ini menjelaskan proses kegiatan yang berjalan di 
kelurahan untuk itu sumber dana untuk penggunaannya bersuber  melalui  DAU Tambahan 
Pasal 8 ayat (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan 
cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD kabupaten kota.  Ayat (2) Pemindahbukuan DAU 
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan 
menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan Permendagri no. 130 tahun 2018 Bab II. 
Kegiatan Pasal 2 Peraturan Menteri ini mengatur kegiatan:  
        Dalam indicator ini responden Kepala Kelurahan dan masyarakat Kelurahan Bido maupun 
kelurahan Lelewi berkaitan dengan pengelolaan Dana Kelurahan dalam hal ini sesuai ketentuan 
yang ada bahwa proses pelaksanaan kegiatan yang ada di kelurahan lelewi dan kelurahan bido 
harus berdasarkan ketentuaan yang ada agar pengelolaan dana kelurahan tata kelolah 
pemerintahan yang baik (good govermnment) maka perlu adanya asas keterbukaan pemerintah 
sehingga masyarakat dapat menerima informasi dengan jelas dan lengkap serta terbuka sesuai 
ketentuan yang ada.  
Terkait hal ini, Bapak   D. M sebagai kepala Kelurahan Lelewi mengatakan:  
“penggunaan Dana Kelurahan (DK) sudah dua tahun di alokasikan ke kelurahan`mulai 
dari tahun 2019 sampai tahun 2020, menurut lurah Kelurahan  Lelewi, penggunaan Dana 
Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di gunakan  untuk 
pembangunan  gereja syalom tehel 60 dos tahun 2019 pembangunan fisik di buat saluran 
air di rt 04 dan rt 03 dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 2,5 meter dan untuk 
pemberdayaan masyarakat di gunakan untuk pembelian alat musik gereja  imanuel Lelewi 
satu buah keibors, juga untuk nelayan jaring ikan kaca mata tum, komprisor di berikan 
kepada 6 anggota nelayan menurut  D. M . besasaran anggaran 80 juta . bahkan ada juga 
bantuan untuk pertukangan berupa skaf, gergaji, martelu adapun penggunaan Dana 
Kelurahan (DK)  berupa perbengkelan  misalnya infenter, mesin iris dan. dana untuk tahun 
2020 di gunakan untuk pembelian mesin cukur di stiap RT, Untuk aksesnya kata beliau 
masyarakat dapat mengakses ke bendahara dengan kepala kelurahan karena kerja sama 
bendahara dengan Lurah melalui laporan dan pertanggungjawaban kegiatan 
pembangunan dan untuk papan informasi soal penggunaan belum ada karena menurut 
Lurah Kelurahan Lelewi jauh dari pusat kota bahkan lurah juga mengakui soal itu dan 
untuk  regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Dana Kelurahan (DK) di atur dalam 
juknis peraturan walikota ternate namun ketika di tanya peraturan walikota ternate 
nomor berapa Lurah dalam hal ini tidak mengetahuinya.”  
          Untuk membandingkan dengan Kelurahan Bido bahwa ada perbedaaan terhadap 
penggunaan anggaran dan dalam pemberian akses dan informasi terhadap masyarakat. Bapak  
E. L. Mengatakan:  
“Dana Kelurahan (DK) sudah dua kali pencairan di tahun 2019 dan di tahun 2020 baru di 
tahap pertama yang di cairkan, nah untuk penggunaan Dana Kelurahan (DK) di 
Kelurahan Bido pada tahun 2019 di laksanakan kegiatan pembangunan yaitu jalan 
produksi dengan panjang 150 meter dan lebar 3,4 meter selain itu dana kelurahan di 
gunakan untuk pemberdayaan yaitu bantuan untuk para nelayan dengan jumblah 
anggota 14 nelayan di berikan bantuan dalam bentuk jaring ikan, komprisor, kacamata 
menyelam sesuai kebutuhan nelayan dengan anggaran 70 juta serta di gunakan untuk 
sampah misalnya membeli viar sebagai pengangkut sampah dan untuk tahun 2020 dana 
kelurahan di gunakan untuk pembuatan taman kelurahan serta di berikan bantuan untuk 
pertukangan yaitu skaf, gergaji, martelu,di berikan untuk setiap pertukangan di tahap 
pertama pencairan Dana Kelurahan (DK) untuk akses dalam penggunaan Dana Kelurahan 
sudah di buat rapat dan penyampain kepada masyarakat lewat toa dan ada dokumen 
sebagai laporan yang harus di ketahui masyarakat namun untuk papan informasi belum di 
buat, dan belum di tempel di kantor kelurahan.” 
         Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:104) Transparansi artinya 
kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan 
dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyempaikan informasi juga mengandung 
arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua 
pemangku kepentingan.untuk memaknai apa yang di sampaikan oleh teori ini bahwa 
pemerintah kelurahan mempunyai sebuah kewajiban dalam proses menjalankan roda 
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pemerintahan sehingga adanya tata kelola pemerintahan yang baik di kelurahan. Namun  
menurut ketua adat  Kelurahan Bido Bapak M. B:  
“ketika ada kegiatan di Kelurahan Bido itu di smpaikan melalui udara atau toa  sehingga 
masyarakat tahu akan tetapi pada pelaksanaan program berjalan tidak di buat papan 
informasi dan laporan kepada masyarakat soal kegiatan pembangunan oleh sebab itu 
pemerintah setempat perlu mengkroscek dan pengawasan dari pemerintah daerah agar 
pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.” 
        Namun berbeda dengan apa yang di sampaikan oleh ketua Adat Kelurahan Lelewi. bapak Y. 
K:  
“pemerintah sudah menyampaikan menyangkut setiap program yang di buat dalam 
pertemuan langsung dengan masyarakat di kantor kelurahan lelewi dan untuk 
penggunaannya di tahun 2019 di buat drainase dan untuk pemberdayaan yaitu di berikan 
bantuan buat para nelayan namun soal papan informasi belum ada dan di tempel di 
kelurahan soal penggunaan anggaran sehingga pemerintah perlu di koreksi.”  
          Dari hasil wawancaran dengan beberapa informan dapat di simpulkan ada sesuatu yang 
mengganjal dalam diri masyarakat soal anggaran dan pemerintah setempat perlu 
menyampaikan dan menyediakan informasi informasi yang jelas dan mudah kepada masyarakat 
agar pengunaan Dana Kelurahan (DK)  di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate berjalan 
sesuai ketentuan yang ada dan setiap program harus di laporkan ke masyarakat oleh sebab itu 




KESIMPULAN DAN SARAN 
1.  Kurang keterbukaan/tranparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah Kelurahan 
dalam hal ini pelaksanaa anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui 
secara terperinci tentang DAU Tambahan kendalanya adalah kurangnya fasilitas dan sarana 
prasarana di kantor kelurahan sehingga masyarakat hanya mengetahui jumlah keseluruhan 
dana kelurahan tahun 2019 - 2020 yaitu Alokasi Dana Kelurahan (DK) berjumlah Rp. 
339.000.000.00 tetapi informasi secara terbuka lewat papan informasi atau spanduk, / 
pamflet tidak ada , sehingga proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada 
tata pemerintahan yang ada di Kelurahan Lelewi dan Kelurahan Bido, serta keterbukaan 
pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat.  
2. Pelaksanaan Program Dana Kelurahan di Kelurahan Lelewi dan Kelurahan Bido tidak 
menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini 
pertanggung jawaban hanya diberikan kepada pemerintah daerah. Sedangkan kepada 
masyarakat proses pertanggung jawaban tidak dilakukan sampai sekarang sehingga sampai 
saat ini respon dari masyarakat untuk menunjang program pemerintah masih kurang. 
Masyarakat hanya menginginkan laporan pertanggung dari pemerintah kepada masyarakat 
sebelum melaksanakan program pemerintah selanjutnya.  
3. Dalam proses pengelolaan Dana Kelurahan baik secara teknis maupun administrasi belum 
terlalu baik, namun semuanya tidak melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 
dan pertanggung jawaban. Dalam hal ini sumber daya manusia dalam hal pengelola 
merupakan kendala utama sehingga memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah 
atau pusat guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun. serta kejujuran dalam diri 
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